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ABSTRAK 

Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2010 telah memutus dan 

mengabulkan perkara No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno tentang permohonan izin 

poligami karena istri mengalami sakit jiwa, fenomena tersebut sudah menjadi hal 

yang lumrah di kalangan masyarakat, akan tetapi kondisi tersebut tidak berlaku 

sebaliknya pada seorang istri. Penelitian ini melihat dari sudut pandang gender, 

apakah putusan izin poligami tersebut mengandung unsur bias gender atau hanya 

mematuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perumusan 

masalah dalam skripsi ini bertujuan untuk meneliti dasar dan pertimbangan hukum 

yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami, serta 

melihat putusan izin poligami tersebut dalam dua perspektif yaitu perspektif Hukum 

Islam dan gender. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), 

penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sumber data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Agama Wonosari No. 

0196/Pdt.G/2010/PA.Wno dan wawancara sebagai data sekunder. Dalam 

menganalisa putusan tersebut penyusun menggunakan dengan metode analisis data 

kualitatif dan menggunakan cara berfikir induktif. Adapun pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan gender.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa dasar dan pertimbangan hukum yang 

digunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, meskipun secara tekstual tidak terdapat 

alasan sakit jiwa dalam syarat alternatif. Akan tetapi, dengan kondisi seorang istri 

sakit jiwa secara otomatis tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri, 

maka majelis hakim mengabulkan izin poligami. Dalam perspektif Hukum Islam 

putusan izin poligami tersebut sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam 

Hukum Islam, tidak bertentangan dengan Al-Qur‟ân dan As-Sunnah serta untuk 

menciptakan kemaslahatan. Adapun dari perspektif gender memiliki perbedaan yakni 

belum sesuai untuk dilaksanakan karena seorang istri yang mengalami sakit jiwa 

sangat membutuhkan peran seorang suami untuk melindungi dan memberikan 

perhatian serta dukungan karena kondisi psikologis istri yang lemah. Selain itu, 

terdapat kesenjangan di lingkungan sosial, yang membuat ketidakadilan gender yakni 

kondisi seorang istri yang mengalami sakit jiwa, suaminya diperbolehkan untuk 

menikah lagi. Jika peristiwa tersebut terjadi sebaliknya, maka seorang istri tidak akan 

pernah meninggalkan seorang suami sendiri dalam keadaan sakit. Inilah peran gender 

yang sudah terbentuk oleh konstruksi masyarakat.  
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MOTTO 

 

 "الله الصمد"

 

“Tuhan tidak bergantung kepada segala sesuatu 

selain Dzat-Nya.” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ت

 śâ‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

   h â‟    h    deng n titik di b   h ح

 khâ‟ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

  Żâl Ż żet  deng n titik di  t s ذ

 râ‟ R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye غ
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 S âd S  es (dengan titik di bawah) ؾ

 âd    de (dengan titik di bawah)   ض

 ŝâ‟ Ŝ te (dengan titik di bawah) ط

 â‟    zet (dengan titik dibawah)   ظ

 in „ koma terbalik (di atas) „ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ‟ H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :  

لىشّ  Ditulis Nazzala 
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 Ditulis Bihinna بهنّ

 

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis „ill h علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bil  diikuti deng n k t  s nd ng „ l‟ sert  b c  n kedu  itu terpis hh m k  ditulis 

dengan h. 

ءكسامةالأوليا  Ditulis Karâmah al- uliyâ‟ 

 

3. Bil  t ‟ m rbut h hidup  t u deng n h r k t f th h, k sr h d n d mm h ditulis t 

atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiŝri شكاةالفطس

 

D. Vokal Pendek 

 ـَ

 فعل

fathah 

 

Ditulis 

ditulis 

A 

f ‟ l  

 ـَ

 ركس

kasrah 

 

Ditulis 

ditulis 

I 

Żukir  
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 ـَ

 يرهب

dammah Ditulis 

ditulis 

U 

Y żh bu 

 

E. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif  

 فلا

Ditulis 

ditulis 

Â 

Falâ 

2 
F th h + y ‟ m ti 

 توظى

Ditulis 

ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

K sr h + y ‟ m ti 

 تفصيل

Ditulis 

ditulis 

Î 

Tafshîl 

4 
Dlammah + wawu mati 

 أصول

Ditulis 

ditulis 

Û 

 s  l 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
F th h +  y ‟ m ti 

 الصهيلي

Ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 
Fatha + wawu mati 

 الدولة

Ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis A‟ ntum أأوتم

 Ditulis  ‟idd t أعدت

 Ditulis L ‟in sy k rtum لئنؽكستم

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bil  diikuti huruf qom riyy h ditulis deng n menggun k n huruf “l”   
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 Ditulis Al-Qur‟ân القسأن

 Ditulis Al-Qiyâs القياط

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ‟Ditulis As-S mâ العماء

 Ditulis Asy-Syams الؼمػ

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

  Ditulis Ż     l-fur d رويالفسوط

 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالعىة
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KATA PENGANTAR 

          بِعْمِ الِله السَحْمَهِ السَحِيْمِ

لَا الُله وَ اَؼْهَدُ اَنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ زَبِ الْعَالَمِيْهَ، وَبِهِ وَعْتَعِيْهُ عَلَى أُمُوْزِ الدُوْيَا وَالدِيْهِ، أَؼْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ إِ

مُحَمَدٍ وَعَلَى  لَامُ عَلَى أَؼْسَفِ الْأَوْبِيَاءِ وَالْمُسْظَلِيْهَ ظَيِدِوَا وَمَوْلَاوَامُحَمَدًا زَظُوْلُ الِله، وَالصَلَاةُ وَالعَ

 ألِٰهِ وَاَصَحَابِهِ أَجْمَعِيْهَ، أَمَا بَعْدُ.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga 

penyusun d p t menyeles ik n skripsi y ng berjudul “Izin Poligami Bagi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) Di Pengadilan Agama Wonosari Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY) Perspektif Hukum Islam Dan Gender (Studi Putusan No. 

0196/Pdt.G/2010/PA.Wno)”. Sh l   t d n s l m semog  sel lu tercur hk n kep d  

nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut 

beliau. 

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa 

terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, 

perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan. 

Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih sedalam-

dalamnya kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga. 
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2. B p k  r. Agus Moh N jib, M.Ag, Sel ku  ek n F kult s Sy ri‟ h d n 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta selaku 

Dosen Penasehat Akademik. 
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4. Ibu  r .  j. Ermi Suh sti Sy fe‟i MSI. yang telah bersedia meluangkan 

waktunya dalam membimbing, memberikan arahan, saran-saran serta koreksi 

dalam penulisan ini. 

5. Segen p  osen besert  seluruh K ry   n F kult s Sy ri‟ h d n  ukum  IN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

6. Ibu Dra. Endang Sri Hartatik, MSI. selaku hakim pembimbing dari 

Pengadilan Agama Wonosari yang telah meluangkan waktunya untuk 

berdiskusi dan memberikan materi dengan baik kepada penyusun.  

7. Bapak Drs. H. Wildan Tojibi, MSI. selaku majelis hakim Pengadilan Agama 
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narasumber dalam penelitian ini. 
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penelitian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau mîśâqan ghalîdhân untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
1
 Di samping perkawinan merupakan 

perbuatan ibadah, seorang perempuan yang sudah menjadi istrinya merupakan 

amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik.
2
 Pada 

hakikatnya, tujuan dibentuknya perkawinan adalah membentuk keluarga 

Sakînah (ketenangan), Mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang).
3
 Pada 

asasnya di dalam UU Perkawinan menganut asas monogami yaitu seorang 

pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitu sebaliknya seorang istri 

hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun terdapat pengecualian bagi 

perkara poligami, dibolehkannya oleh Undang-Undang perkawinan 

melakukan poligami dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang ketat.

                                                           
1
 Pasal 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.  

2
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 41. 

3
 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim 

Kontemporer, (Yogyakarta: ACadeMIA + TAZZAFA, 2013), hlm.43.  
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Hukum Islam sudah mengatur tentang kebolehan melakukan poligami, 

Allah SWT memperbolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat 

berlaku adil terhadap mereka. Adil dalam melayani istri, seperti urusan 

nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. 

Jika tidak mampu untuk berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).
4
 

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:  
لكن هي الٌساء هثٌى وثلث وزتع فاى  لاتقسطوا فى اليتوى فاًكحوا هاطابواى خفتن ا

5 تعولوالا اًكن ذلك أدًى ايواحدة أوهاهلكت اتعدلوا فو لاأخفتن 
 

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasannya poligami dibolehkan 

namun jika tidak mampu untuk berlaku adil lebih baik jauhi poligami. Pada 

hakikatnya sebagai manusia sangat susah untuk mampu berlaku adil, terlebih 

lagi dalam hal kasih sayang ditakutkan kecenderungan hanya pada seorang 

saja. Manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka 

mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar yang tinggi, jika 

hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis, maka poligami dapat 

dijadikan sebagai sumber konflik dalam hubungan rumah tangga. 

Dalam peraturan di Indonesia jika seseorang yang akan melakukan 

poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, dengan cara 

                                                           
4
 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.129.  

5
 An-Nisâ’(4): 3. 
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mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.
6
 

Jika tidak melakukan izin ke Pengadilan Agama, maka tidak mempunyai 

kekuatan hukum. 
7
 

Dalam UU No 1 tahun 1974 diatur mengenai ketentuan dan syarat-

syarat poligami terdapat pada pasal 4 ayat 2  yang berisi: 

Pengadilan di maksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin 

kepada suami yang akan beristri lebih dari satu apabila: 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 

b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Dalam pasal 4 ini dijelaskan bahwa seorang suami dapat mengajukan 

izin poligami apabila salah satu syarat tesebut terpenuhi. Selain itu, terdapat 

ketentuan dalam Pasal 5 yang menyatakan jika seorang suami yang ingin 

mengajukan poligami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. 

adanya persetujuan dari Istri/istri-istri. b. adanya kepastian bahwa suami 

mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak mereka. c. 

adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

anak mereka.
8
 Dalam pasal 5 harus terpenuhi ketiga syarat-syarat tersebut. 

                                                           
6
 Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

7
 Pasal 56 ayat (3) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 

8
 Pasal 5 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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Peraturan perkawinan juga diatur khusus bagi PNS yang akan 

melakukan poligami, yaitu diatur dalam PP No 10 Tahun 1983 tentang izin 

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan 

tersebut dijelaskan bahwa seorang PNS laki-laki yang akan melakukan 

poligami wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat. Selain itu, izin bagi PNS 

yang beristri lebih dari satu memiliki ketentuan syarat yang khusus yakni 

harus adanya izin dari pejabat, tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1983. 

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang 

akan mengajukan permohonan izin poligami harus terpenuhinya syarat 

alternatif dan syarat kumulatif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2), 

Pasal 57 dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. 

Salah satu pengadilan agama yang berada di Wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta adalah Pengadilan Agama Wonosari. Pengadilan Agama 

Wonosari merupakan Pengadilan tingkat pertama yang berada di Kabupaten 

Gunungkidul. Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2010 pernah 

memberikan putusan mengenai izin poligami bagi PNS, hal itu dapat dilihat 

dalam Putusan No: 0196/Pdt.G/2010/PA.WNo. Penyusun melakukan 

penelusuran terhadap beberapa putusan perkara izin poligami pada pengadilan 

agama dalam lingkup wilayah Daearah Istimewa Yogyakarta, kemudian 
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penyusun menemukan putusan perkara izin poligami dengan alasan istri 

mengalami sakit jiwa.  Putusan perkara izin poligami tersebut terdapat pada 

Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan di 

Pengadilan Agama Wonosari sekaligus bermaksud untuk menelusuri 

pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan 

perkara izin poligami karena alasan istri sakit jiwa.  

Dalam putusan tersebut pemohon sebagai PNS bermaksud menikah 

lagi (poligami) dengan alasan istri mengalami sakit jiwa. Pada perkara ini 

pemohon sebagai PNS sudah memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh 

Pengadilan termasuk mendapatkan izin dari atasan. Putusan izin poligami 

terbukti memiliki alasan yang cukup kuat dari segi yuridis. Selain hal tersebut 

dalam pertimbangan hukum dijelaskan, hakim melihat juga pada 

kemaslahatan. Jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut maka 

kemudharatan dan kemaksiatan yang akan menimpa pemohon dan calon istri 

pemohon. Jika dilihat dari sisi istri yang sakit apakah akan mebawa 

kemaslahatan bagi istri dalam kondisi sakit, padahal dalam kondisi tersebut 

seorang istri sangat membutuhkan dorongan dari suami. 

Fenomena tersebut adalah hal yang lumrah di kalangan masyarakat. 

Seorang suami memiliki istri yang sudah tidak mampu untuk menjalankan 

kewajibannya baik dalam kondisi sakit ataupun istri tersebut mandul maka 

jalan keluar yang akan dilakukan adalah melakukan poligami. Sebaliknya 



6 
 

 
 

apabila, seorang suami tidak mampu lagi melakukan kewajibannya, maka 

seorang istri tidak dapat melakukan hal yang banyak. Apabila memilih untuk 

becerai tidak tega melihat suaminya mengurus dirinya sendiri dan akan 

dipandang kurang baik oleh masyarakat selain itu, solusi untuk menikah 

kembali (poliandri) bukan sebagai jalan keluar, karena jelas dilarang oleh 

Islam.
9
  

Fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai kesenjangan sosial yang 

terjadi pada masyarakat pada umumnya. Apakah putusan izin perkara 

poligami tersebut mengandung unsur bias gender, atau hanya mematuhi sesuai 

dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana mestinya. Oleh 

sebab itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan melihat 

permasalahan perkara izin poligami khususnya dengan alasan karena istri 

sakit jiwa yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan paparan di atas, penyusun membatasi penelitian ini menjadi 

beberapa pokok masalah yaitu sebagai berikut: 

                                                           
9
 Diskusi Praktek Peradilan pada hari Kamis, 12 Oktober 2017 bersama Hakim PA 

Yogyakarta Bapak Sulthoni, S.H., M.H. beliau mengatakan, ada seseorang istri memiliki suami yang 

sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan kewajibannya kemudian istri tersebut tidak tega untuk 

menceraikan suaminya. Dan istri tersebut hendak mengajukan poliandri. Tetapi sudah jelas dalam 

hukum Islam diharamkan perbuatan poliandri tersebut. 
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1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim 

Pengadilan Agama Wonosari dalam memutuskan perkara izin poligami bagi 

PNS No.0196/Pdt.G/2010/PA.WNo? 

2. Bagaimana putusan izin poligami bagi PNS No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno 

dalam perspektif Hukum Islam dan gender? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok masalah di atas, maka 

penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan dasar dan pertimbangan hukum 

yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara izin poligami bagi 

PNS No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno. 

2. Untuk menganalisis putusan izin poligami bagi PNS 

No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno menurut Hukum Islam dan gender. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara umum, memberikan sumbangan keilmuan dan khazanah Islam, 

menjadikan salah satu bahan perbandingan dan referensi bagi civitas 

akademik khususnya terkait persoalan izin poligami. 

2. Menjadikan salah satu referensi dan sumbangan pemikiran bagi Pengadilan 

Agama serta pihak lain yang berkepentingan. 

D. Telaah Pustaka 
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Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penyusun lakukan, penyusun 

menemukan beberapa literatur di antaranya melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan putusan hakim pengadilan agama mengenai permohonan 

izin poligami. 

Tulisan Isro’ Khoiruddin yang berjudul “Izin Poligami Karena 

Dorongan Istri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 

790/PDT.G/2013/PA.SMN) dalam skripsi ini memaparkan bahwa alasan 

poligami dalam perkara ini secara yuridis belum memenuhi syarat yang telah 

ditentukan. Sebab izin poligami dilakukan atas dorongan istri pertama, dan 

majelis hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami ini tidak mengacu 

pada alasan-alasan sebagai standar pemberian izin poligami sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

Namun, majelis hakim lebih mengacu pada upaya mewujudkan kemaslahatan 

para pihak diantaranya karena adanya dukungan dari istri (termohon) yang 

dengan ikhlas mendorong suaminya (pemohon) untuk menikah lagi 

(Poligami).
10

 

Skripsi Muamar Irfan Nurhadi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Izin Poligami Karena Istri Bekerja Di Luar Negeri (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Sleman No. 185/Pdt.G/2012/PA.SMN). Skripsi ini 

                                                           
10

 http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/08206, Isro Khoiruddin, Izin 

Poligami Karena Dorongan Istri: Studi Putusan No. 790/PDT.G/2013/PA.SMN, Jurnal Ahwal, Vol.8 

No.2 Tahun 2015, hlm.190. diakses pada tanggal 27 Februari 2018. 

http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/08206
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menjelaskan dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim 

berpedoman kepada qaidah fiqhiyyah. Jika ditolak izin poligami maka 

kemadharatan yang akan ditimbulkan lebih besar daripada kemaslahatan. 

Sebab, suami dan calon istrinya akan lebih menderita karena tidak bisa 

menikah. Dalam skripsi ini dikatakan bahwa hakim tidak hanya melihat 

secara yuridis.
 11

 Titik perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian ini 

terletak pada obyek sengketa, yakni putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 

0196/Pdt.G/2010/PA.Wno tentang permohonan izin poligami karena istri 

mengalami sakit jiwa.  

Skripsi Shokiful Basri yang berjudul Izin Poligami Karena Istri 

Nusyuz (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 

0006/PDT.G/2010/PA.YK). Dalam skripsi ini dijelasakan alasan poligami 

dilakukan karena seorang istri Nuysuz yaitu tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai seorang istri ketika istri tersebut diajak suami 

melakukan hubungan badan sering kali menolak sedangkan dirinya dalam 

keadaan sehat. Sehingga dapat dikatakan seorang istri tidak dapat 

melaksanakan kewajibannya. Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan 

permohonan izin poligami dirasa memenuhi syarat dari segi yuridis. Selain 

itu, hakim juga mempertimbangkan jika tidak memberikan izin poligami, 

                                                           
11

 Muamar Irfan Nurhadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Istri 

Bekerja Di Luar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No.185/Pdt.G/2012/PA.SMN)”, 

Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta,2014. 
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pemohon dikhawatirkan akan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama 

misalnya zina. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan 

pendekatan normatif-yuridis.
12

 Sedangkan, dalam penelitian ini pendekatan 

yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif dan gender serta obyek 

sengketa yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 

0196/Pdt.G/2010/PA.Wno tentang permohonan izin poligami karena istri 

mengalami sakit jiwa.  

Skripsi Sahala HRP yang berjudul Izin Poligami Karena Suami Ingin 

Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Yogyakarta No: 0321/PDT.G/2011/PA.YK). Dalam skripsi ini disebutkan 

alasan mengajukan izin poligami dikarenakan suami atau pemohon ingin 

mempunyai anak lagi, dalam kasus ini hakim menyimpangi pasal 4 UU No 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 57 KHI. Pertimbangan hukum 

dalam  

perkara ini hakim mempertimbangkan dari segi kemaslahatan bagi pemohon 

dan termohon serta calon istri kedua pemohon dan anak-anaknya. Dengan 

dasar dan pertimbangan tersebut hakim memutuskan untuk mengabulkan 

permohonan izin poligami.
13

 Adapun perbedaan dengan penelitian penyusun 

                                                           
12

 Shokiful Basri, “Izin Poligami Karena Istri Nusyuz (Studi Terhadap Putusan Pengadilan 

Agama Yogyakarta Nomor 0006/PDT.G/2010/PA.YK)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah 

dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. 

13
 Sahala HRP, “Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap 

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No: 0321/PDT.G/2011/PA.YK)”, Skripsi tidak diterbitkan, 



11 
 

 
 

terletak pada obyek sengketa yang digunakan yakni, putusan Pengadilan 

Agama Wonosari No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno tentang permohonan izin 

poligami karena istri sakit jiwa.  

Skripsi Muhammad Nur Fauzi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Putusan Hakim No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK Mengenai Poligami 

Tidak Sehat Di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam skripsi ini dijelaskan 

alasan mengajukan permohonan izin poligami dikarenakan calon istri kedua 

sudah terlanjur hamil duluan. Permasalahan yang muncul adalah perkara izin 

poligami dilakukan akibat suami berbuat zina, dalam putusan tersebut majelis 

Hakim mengatakan kalua zina bukanlah alasan untuk melakukan poligami. 

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah bahwasannya istri 

pertama pemohon telah ikhlas dan rela untuk dimadu, dan memberikan izin 

kepada pemohon untuk melakukan poligami.
14

 Skripsi ini sama-sama 

membahas mengenai putusan permohonan izin poligami, namun dalam 

penelitian ini obyek sengketa yang digunakan oleh penyusun adalah perkara 

putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno karena 

istri mengalami sakit jiwa. 

                                                                                                                                                                     
Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2013. 

14
 Muhammad Nur Fauzi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim 

No.0213/Pdt.G/2010/PA.YK Mengenai Poligami Tidak Sehat Di Pengadilan Agama Yogyakarta”, 

Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 
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Skripsi Fauziah Fitriani yang berjudul Izin Poligami Dengan Alasan 

Isteri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Analisis Terhadap Putusan Perkara 

Nomor 0284/Pdt.G/2008/PA.JT. Di Pengadilan Agama Jakarta Timur). 

Skripsi ini membahas mengenai tinjauan undang-undang dan fikih terhadap 

perkara izin poligami karena istri mengalami sakit jiwa serta, membahas dasar 

dan pertimbangan hakim dalam perkara putusan izin poligami No. 

0284/Pdt.G/2008/PA.JT di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Adapun dari 

segi undang-undang salah satu syarat alternatif yang terpenuhi oleh pemohon 

dalam perkara ini adalah istri sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai istri, alasan tersebut didasarkan pada kondisi istri (termohon) yang 

mengalami sejenis gangguan kejiwaan yaitu skizofernia. Dengan begitu, 

sudah sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

dalam pandangan fiqh putusan izin poligami tersebut sudah sejalan dengan 

ketentuan yang terdapat dalam fiqh. Dalam hal ini, pertimbangan majelis 

hakim selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Al-Qur’an 

dan hadis juga lebih memprioritaskan faktor maslahat dan mafsadah para 

pihak dengan menjunjung tinggi asas keadilan. Skripsi ini sama-sama 

membahas mengenai putusan permohonan izin poligami karena istri 

mengalami sakit jiwa, namun titik perbedaan terletak dalam hal pendekatan 

yang penyusun gunakan, yakni pendekatan normatif dan gender.
 15

 

                                                           
15

 Fauziah Fitriani, “Izin Poligami Dengan Alasan Isteri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi 

Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor 0284/Pdt.G/2008/PA.JT Di Pengadilan Jakarta Timur”, 
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Dari beberapa hasil penelitian terdahulu terlihat bahwa penelitian yang 

akan penyusun lakukan mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. 

Pada penelitian ini akan ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dan juga 

gender.  

E. Kerangka Teoritik 

Allah telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang Rahmatan 

Lil ‘Alamin di dalamnya diatur sedemikian rupa mengenai segala 

permasalahan hukum. Seperti halnya kebolehan melakukan poligami diatur 

dalam surat An-Nisâ’ (4):3: 

لكن هي الٌساء هثٌى وثلث وزتع فاى  تقسطوا فى اليتوى فاًكحوا هاطاب لاا ى خفتنوا

 لا تعولواا دًىألكت ايواًكن ذلك وهاهأاحدة لاتعدلوا فوأخفتن 
16

 

Dalam mengartikan Surat An-Nisâ’ ayat 3, fiqh cenderung 

menekankan pada unsur ibahah yaitu kebolehan laki-laki untuk menikahi 

perempuan lebih dari satu orang yaitu sampai empat istri atau poligami. 

Persyaratan adil pada ayat tersebut diartikan dengan adil kuantitatif, yaitu adil 

dalam hal-hal yang bersifat lahiriyah seperti pakaian, tempat tinggal, dan 

                                                                                                                                                                     
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyyah 

Konsentrasi Peradilan Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.      

16
 An-Nisâ’(4): 3.    
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giliran. Adapun keadilan kualitatif seperti cinta dan kasih sayang tidak 

wajib.
17

  

Poligami dapat dilakukan ketika seorang suami mampu untuk berlaku 

adil kepada istri-istrinya. Ketidakmungkinan berlaku adil dalam berpoligami 

tertuang pada surat An-Nisâ’ ayat 129: 

ويل فترزوها كالوعلقة تويلوا كل ال ى تعدلوا تيي الٌساء ولو حسصتن فلاولي تستطيعوا ا

            ى الله كاى غفوزازحيواحوا وتتقوا فاى تصلوا
18

  

Sebagaimana umumnya ulama tafsir dalam memberikan tafsiran surat 

An-Nisâ’ ayat 129 bermakna bagaimanapun usaha untuk berlaku adil, 

manusia tidak akan mampu untuk melakukannya terlebih jika dihubungkan 

dengan kemampuan dibidang non-materi sangat sulit untuk dilakukan. Allah 

melarang untuk condong kepada salah satu yang megakibatkan yang lain 

menjadi terlantar. Dengan kata lain harus adanya usaha maksimal dari suami 

untuk senantiasa berlaku adil terhadap istri-istrinya. 

Al-Maraghi, dalam tafsirnya menyebutkan kebolehan poligami adalah 

kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Pandangan bahwa, poligami 

diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, hanya dapat dilakukan oleh 

                                                           
17

 Nasaruddin Umar, Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender, (Malang: UIN Press 

Malang, 2011), hlm. 122.  

18
 An-Nisâ’ (4): 129.  
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orang-orang yang benar-benar membutuhkannya.
 19

 Sebagaimana sesuai 

dengan kaidah fiqh yaitu: 

جلة الوصالح الوفاسد هقدم على دزء
20
                                                                               

Alasan-alasan yang membolehkan berpoligami menurut Al-Maraghi 

adalah, pertama, karena istri mandul sementara keduanya sangat 

menginginkan keturunan. Kedua, apabila suami memiliki seks yang tinggi 

sementara istri tidak mampu untuk meladeninya. Ketiga, jika suami memiliki 

harta yang banyak dan mampu untuk membiayai segala kepantingan istri dan 

anak-anaknya. Keempat, pada saat jumlah wanita melebihi jumlah pria, 

dikarenakan terjadinya perang
21

. 

Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu 

perbuatan rukhsah. Poligami termasuk dalam kategori perbuatan rukhsah, 

maka perbuatan ini bisa dilakukan hanya dalam keadaaan darurat, yang benar-

benar mendesak. 

Dalam dua dasa warsa terakhir isu gender menjadi pokok bahasan 

dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial serta menjadi topik 

                                                           
19

 Khoiruddin Nasution, Riba & Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.89. 

  
20

 H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.11. 

21
 Ibid., hlm.90.  
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penting dalam setiap perbincangan mengenai pembangunan. Gender sangat 

erat kaitannya dengan emansipasi wanita, karena banyaknya isu yang muncul 

mengenai ketidakadilan gender terhadap wanita. Namun, sebelum lebih jauh 

membahas mengenai gender diperlukan pemahaman mengenai konsep gender 

dan sex terlebih dahulu, karena merupakan dua konsep yang berbeda. Seks 

adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada 

jenis kelamin tertentu. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan 

sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang 

berbeda. Secara biologis alat-alat biologis melekat pada laki-laki dan 

perempuan itu semua mutlak atas ketentuan Tuhan selamanya tidak dapat 

dipertukarkan.
22

 

Kata gender sering diartikan sebagai kelompok laki-laki dan 

perempuan sama seperti perbedaan jenis kelamin. Namun, hal ini berbeda dan 

perlu untuk diperhatikan konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum 

laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun 

budaya. Bentukan sosial atas laki-laki dan perempuan antara lain: perempuan 

terkenal sebagai makhluk yang lemah, lembut, emosional, sedangkan laki-laki 

dianggap kuat, rasional, dan perkasa.
23

 

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa, gender merupakan 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari perubahan 

                                                           
22

 Handayani Tri Sakti, Konsep dan Teknik Penelitian Gender, (Malang: UMM Press, 2008), 

hlm.4.  
23

 Ibid., hlm.5. 
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sosial dan budaya. Gender berbeda dengan biologis sebagaimana mutlak atas 

ketentuan dari Tuhan. Dengan demikian, sifat gender dapat dipertukarkan 

karena bukan bersifat biologis. 

Penelitian ini menggunakan salah satu teori dalam gender yaitu teori 

konflik. Gagasan konflik sudah lama ada dalam pemikiran manusia, namun 

Hegel adalah pemikir pertama yang memberi tekanan perhatian pada konflik 

sebagai inti dari teori perubahan. Konsepsi inilah yang mempengaruhi dasar 

teori Karl Marx. Menurut Marx, masyarakat terpolarisasi dalam dua kelas 

yang selalu bertentangan, yaitu kelas yang mengeksploitasi dan kelas yang 

dieksploitasi. Marx melihat perkembangan masyarakat dari masyarakat 

komunis primitif kemudian perbudakan, feodal, kapitalis, sosialis dan 

akhirnya menuju komunisme. Perubahan tersebut melalui suatu konflik.
24

  

Dalam masalah gender teori sosial-konflik yang dikembangkan oleh 

Marx mengemukakan bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-

laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi 

merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi 

yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan laki-laki dan perempuan 

(suami-istri) tidak ubahnya dengan hubungan ploretar dan borjuis, hamba dan 

tuan, atau pemeras dan yang diperas. Dengan demikian, ketimpangan peran 
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gender dalam masyarakat bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi disebabkan 

oleh konstruksi masyarakat.
25

 

Penelitian ini membahas mengenai poligami dikarenakan seorang istri 

mengalami sakit jiwa, dalam hal ini berkaitan dengan teori konflik adalah 

ketimpangan peran antara suami dan istri dalam keluarga poligami disebabkan 

oleh perbedaan gender dan merupakan bagian dari penindasan kelas yang 

berkuasa. Dengan begitu dapat terlihat bahwa terdapat pola yang dibentuk 

oleh masyarakat, dalam hal ini istri termasuk sebagai kelas yang dieksploitasi 

dan suami adalah kelas yang mengekploitasi. Inilah yang menyebabkan sering 

terjadinya konflik dalam keluarga poligamis.  

Relasi hubungan suami istri dapat berjalan dengan seimbang apabila 

keduanya memiliki peran yang sama. Kaitannya dengan permasalahan 

poligami, kondisi keluarga poligami tidak dapat menciptakan masing-masing 

peran dalam keluarga dengan seimbang. Dalam hal ini, perempuan yang 

dikesampingkan atau sebagai posisi rendah dalam kalangan masyarakat. 

Akibat dari proses konstruksi sosial yang membentuk bahwa wanita itu lemah 

dan selalu berada di bawah laki-laki. Laki-laki yang menjadi superior dan 

perempuan sebagai subordinasi.  

Gender dapat menjadi masalah sosial ketika timbul ketidakadilan di 

dalamnya. Keadilan gender adalah suatu proses menuju setara, selaras, 
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seimbang serasi dan tanpa diskriminasi. Uraian berikut membahas secara 

lebih rinci masing-masing manifestasi ketidakadilan gender
26

: 

a. Gender dan Marginalisasi Perempuan, adalah usaha membatasi 

atau pembatasan. Proses marginalisasi yang mengakibatkan salah 

satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal 

ini perempuan, disebabkan oleh gender. Ada beberapa perbedaan 

jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses 

marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut.  

b. Gender dan Subordinasi, sebuah pandangan yang tidak adil 

terhadap salah satu jenis kelamin. Mampu menyebabkan 

penempatan salah satu jenis kelamin pada status, peran yang tidak 

setara dan adil. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau 

emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, 

berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada 

posisi yang tidak penting. 

c. Gender dan Stereotipe, pelabelan atau penandaan terhadap suatu 

kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kesan negatif 

sehingga mampu merugikan. Banyak sekali ketidakadilan terhadap 

jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang bersumber dari 

penandaan (stereotipe) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, 

setiap terjadi kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami 
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oleh perempuan masyarakat berkecendungan menyalahkan 

korbannya. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, 

kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena 

stereotipe tersebut.  

d. Gender dan Kekerasan, kekerasan (violence) adalah serangan atau 

invasi (assault) terhadap fisik maupen integritas mental psikologis 

seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya 

berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap 

satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. 

Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan 

kekuatan yang ada dalam masyarakat.  

e. Gender dan Beban Kerja, adanya anggapan bahwa kaum 

perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok 

untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat semua pekerjaan 

domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. 

Pemaksaan atau pengabaian salah satu jenis kelamin menanggung 

beban aktifitas berlebihan yang kemudian berdampak pola 

pembagian kerja yang tidak fleksibel. Dengan demikian hal 

tersebut dapat memicu ketidakadilan.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 
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Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (library research), 

yakni jenis penelitian yang datanya diproses dengan cara menelusuri bahan-

bahan pustaka. Adapun data yang digunakan ialah putusan pengadilan 

wonosari tentang perkara izin poligami No. 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno yang 

disebabkan karena istri sakit jiwa. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif-Analitis yaitu 

penelitian yang bersifat mengumpulkan data-data yang kemudian 

dideskripsikan dan dianalisis. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan 

putusan perkara izin poligami No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno kemudian 

dianalisis dengan hukum Islam dan sudut pandang gender. 

3. Pendekatan 

a. Pendekatan Normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan 

mendasarkan pada hukum Islam. Berarti melakukan pemahaman 

terhadap ketentuan nash baik Al-Qur’an, Hadis, Kaidah Ushul Fikih 

serta berbagai pandangan ulama mengenai poligami. 

b. Pendekatan Gender, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan 

sudut pandang gender, dengan melihat pandangan tokoh gender 

terhadap perkara izin poligami karena istri sakit jiwa. 

4. Sumber Data 
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a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi. 

Dengan mempelajari dokumen berkas-berkas perkara yang berupa 

putusan permohonan izin poligami No. 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno 

yang disebabkan karena istri mengalami sakit jiwa. 

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara 

(Interview) dengan para hakim di Pengadilan Agama Wonosari 

tentang putusan permohonan izin poligami No. 

0196/Pdt.G/2010/PA.Wno. Selain itu, buku atau bahan pustaka 

lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan penilitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi, yaitu dengan menelusuri berkas-berkas ataupun data-

data yang berhubungan dengan penelitian ini, khususnya berkas 

putusan pada perkara izin poligami No. 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno. 

b. Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan langsung oleh 

penyusun dan majelis hakim yang memutus perkara izin poligami 

No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi tambahan terkait dengan upaya majelis hakim dalam 

menyelesaikan perkara tersebut. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan penyusun pada penelitian ini adalah analisis 

kualitatif dengan cara berpikir induktif. Analisis kualitatif sebagai prosedur 
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penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian pada 

aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara 

berpikir induktif. Berpikir induktif berangkat dari fakta-fakta khusus, 

peristiwa-peristiwa kongkret digeneralisasi yang mempunyai sifat umum.
27

 

Dalam hal ini akan dipaparkan mengenai permasalahan izin poligami karena 

alasan istri sakit jiwa, kemudian dianalisis dan diinterpretasikn. Setelah itu, 

dapat dilihat  sesuai dengan ketentuan hukum normatifnya secara umum. 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab Pertama,  bab pendahuluan yang berisi dari beberapa subbab yaitu, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, di 

dalamnya menjelaskan tentang alasan penelitian ini dilakukan dan 

memfokuskan sebuah pembahasan dari permasalahan yang diteliti serta target 

dan manfaat yang ingin dicapai dari sebuah penelitian. Telaah pustaka, untuk 

membatasi dan membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah 

pernah dilakukan sebelumnya. Kerangka teoritik, untuk digunakan sebagai 

alat analisis dalam permasalahan yang diteliti. Metode penelitian, untuk 

mempermudah dilakukannya penelitian agar menjadikan penelitian ini sesuai 

dengan tujuan dan kegunaannya. Subab terakhir adalah sistematika 

pembahasan menjelaskan mengenai alur dari penelitian yang akan dilakukan 

untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. 
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Bab Kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum poligami dalam hukum 

Islam dan gender. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk memperoleh 

pemahaman teori yang benar terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu 

sebuah poligami dan pandangan gender. Pada bab ini terdiri dari dua subbab, 

subbab yang pertama membahas mengenai poligami yang meliputi pengertian 

poligami, dasar hukum poligami dan pandangan ulama tentang poligami. 

Subbab kedua akan dipaparkan tentang gender pembahasannya meliputi 

pengertian gender, peran dalam kelurga menurut gender dan pandangan tokoh 

gender dalam perkara poligami.   

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Wonosari 

yang merupakan tempat pengajuan perkara izin poligami No. 

0196/Pdt.G/2010/PA.Wno diperiksa sehingga dapat diketahui sejarah 

Pengadilan Agama Wonosari, letak geografis, kompetensi, wilayah yuridiksi 

dan susunan organisasi. Selanjutnya mengenai deskripsi duduk perkara 

putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang izin poligami karena istri sakit 

jiwa No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno. Kemudian pada subbab selanjutnya 

menjelaskan mengenai dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam 

mengadili perkara putusan poligami No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno. 

Selanjutnya, subab terakhir membahas tentang pandangan tokoh gender 

terhadap putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang izin poligami 
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No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno. Pada bab tiga ini dapat dirangkum menjadi 

tiga subbab pembahasan. 

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap putusan poligami 

No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno karena istri sakit jiwa. Pembahasan pada bab 

ini merupakan analisis terhadap data yang telah dipaparkan pada bab tiga 

dengan menggunakan metode penelitian dan kerangka teoritik di bab satu dan 

dua. Pada bab ini terdapat dua subbab yaitu analisis Hukum Islam terhadap 

putusan poligami No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno karena istri sakit jiwa dan 

yang kedua analisis gender terhadap putusan izin poligami 

No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno karena istri sakit jiwa. 

Bab Kelima, adalah bab penutup yang merupakan akhir dari isi penelitian ini. 

Bab ini terdiri dari dua subbab yaitu: Pertama, kesimpulan sebagai jawaban 

atas pokok masalah yang ada di bab satu dan kedua saran-saran atas penelitian 

yang dilakukan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan 

terkait dengan putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 

0196/Pdt.G/2010/PA.Wno tentang izin poligami maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan 

Agama Wonosari sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang 

berlaku, sebagai dasar hukum adalah sesuai dengan kompetensi Absolut 

dan Kompetensi Relatif. Kompetensi Absolut terdapat dalam Pasal 63 

ayat 1 huruf a UU nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 7 

Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU 

Nomor 50 Tahun 2009 dan kompetensi relatif dalam hal perkara 

permohonan Poligami tersebut pemohon dan termohon bertempat 

tinggal di Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan wilayah 

Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari maka, menjadi wewenang 

Pengadilan Agama Wonosari. Dalam syarat alternatif secara tekstual 

tidak terdapatnya alasan poligami karena istri mengalami sakit jiwa 

namun dalam menafsirkan Undang-Undang untuk tidak terlalu sempit. 

Seseorang istri yang sedang mengalami sakit jiwa secara otomatis tidak
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 mampu lagi untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, 

maka majelis hakim berkesimpulan dan mengabulkan permohonan izin 

poligami bahwasannya istri sudah tidak mampu untuk melaksanakan 

kewajibannya sebagai seorang istri. Disamping itu, sudah terpenuhinya 

syarat kumulatif yakni pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan termasuk juga sudah mendapatkan izin dari Pejabat 

karena seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak melaksanakan 

poligami harus mendapatkan izin dari Pejabat sebagaimana dijelaskan 

dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin 

perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan 

Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 

Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai 

Negeri Sipil. 

2. Putusan perkara izin poligami No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno karena 

istri mengalami sakit jiwa dilihat dari dua perspektif yakni Hukum 

Islam dan Gender. 

a. Dari segi Hukum Islam, putusan izin poligami belum sesuai dengan 

aturan yang terdapat dalam Hukum Islam, sebagaimana yang 

dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 129 bahwa seseorang tidak 

akan mampu berlaku adil dalam bidang immaterial atau hati. Oleh 

karena itu, seorang yang poligami sedangkan istri pertama sakit jiwa 

maka kecenderungan perhatian dan kasih sayang nya lebih kepada 
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calon istri kedua pemohon. Sejalan dengan kaidah fiqh 

menghilangkan kemaksiatan lebih didahulukan daripada meraih 

maslahat. Menghindari zina lebih didahulukan dan setia kepada satu 

orang istri lebih meraih maslahat. 

b. Dari segi gender, putusan izin poligami tersebut belum sesuai untuk 

dapat dilaksanakan dikarenakan untuk posisi seorang istri yang 

mengalami sakit jiwa sangat membutuhkan peran seorang suami 

untuk mampu melindungi dan memberikan sebuah perhatian serta 

dukungan karena kondisi psikologis yang lemah. Selain itu, 

terdapatnya kesenjangan yang terjadi di lingkungan sosial, yang 

membuat ketidakadilan gender yakni dalam kondisi seorang istri 

yang mengalami sakit jiwa diperbolehkannya untuk menikah lagi. 

Akan tetapi jika peristiwa tersebut terjadi sebaliknya maka, seorang 

istri tidak akan pernah meninggalkan seorang suami sendiri dalam 

keadaan sakit. Inilah peran gender yang sudah terbentuk oleh 

konstruksi masyarakat.  

Apabila melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur 

masalah izin poligami belum menjamah ketika terjadi permasalahan 

izin poligami dengan alasan istri sakit jiwa yang kemudian salah 

satu penyebab sakit jiwa tersebut berasal dari perlakuan seorang 

suami, dapatkah izin poligami tersebut untuk tetap dikabulkan. 

Namun mengenai hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang, 
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lantaran tidak adanya peraturan yang menjelaskan bahwa majelis 

hakim untuk menanyakan penyebab sakit yang dideritanya. Majelis 

hakim hanya dapat memeriksa kejadian yang terjadi pada saat 

perkara tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama. 

B. Saran 

1. Perlu adanya pengkajian ulang dan penerapan nilai-nilai yang terdapat 

dalam sebuah ikatan pernikahan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, 

masyarakat mampu untuk mengetahui konsep dasar dari sebuah pernikahan, 

karena intisari dari insan beragama adalah berakhlak mulia.   

2. Perlu adanya pengkajian ulang terhadap pemohonan izin poligami, yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan agar dapat menyesuaikan 

dengan perkembangan problematika yang terjadi sekarang ini. 
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Lampiran 1 

TERJEMAHAN 

 

HLM FN Ayat Al-Qur‟an, Hadis 

dan Kaidah Fikih 
TERJEMAHAN 

BAB I 

2 5 QS. An-Nisâ‟ (4):3 Dan jika kamu khawatir tidak akan 

mampu berlaku adil terhadap (hak-

hak)perempuan yatim (bilamana kamu 

menikahinya), maka nikahilah perempuan 

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 

empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak 

akan mampu berlaku adil, maka 

(nikahilah) seorang saja, atau hamba 

sahaya perempuan yang kamu miliki. 

Yang demikian itu lebih dekat agar kamu 

tidak berbuat zalim. 

13 16 QS. An-Nisâ‟ (4):3 Dan jika kamu khawatir tidak akan 

mampu berlaku adil terhadap (hak-

hak)perempuan yatim (bilamana kamu 

menikahinya), maka nikahilah perempuan 

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 

empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak 

akan mampu berlaku adil, maka 

(nikahilah) seorang saja, atau hamba 

sahaya perempuan yang kamu miliki. 

Yang demikian itu lebih dekat agar kamu 

tidak berbuat zalim. 

13 18 QS. An-Nisâ‟ (4): 129 Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di 

antara istri-istri(mu), walaupun kamu 

sangat ingin berbuat demikian, karena itu 

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada 

yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan 

yang lain terkatung-katung. Dan jika 

kamu mengadakan perbaikan dan 

memelihara diri (dari kecurangan), maka 

sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang. 

14 20 Kaidah Fikih Menolak mafsadah didahulukan daripada 

meraih maslahat 

   BAB II 

27 2 QS. An-Nisâ‟ (4):3 Dan jika kamu khawatir tidak akan 

mampu berlaku adil terhadap (hak-



 

 
 

hak)perempuan yatim (bilamana kamu 

menikahinya), maka nikahilah perempuan 

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 

empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak 

akan mampu berlaku adil, maka 

(nikahilah) seorang saja, atau hamba 

sahaya perempuan yang kamu miliki. 

Yang demikian itu lebih dekat agar kamu 

tidak berbuat zalim. 

30 8 HR. Abu Dawud Dari Aisyah R.A. dia berkata: Rasulullah 

SAW biasa membagi lalu berlaku adil. 

Dan beliau bersabda: “Wahai Allah, inilah 

pembagianku menurut kemampuan yang 

aku kuasai. Maka janganlah Engkau 

mencelaku karena kemampuan yang 

Engkau miliki, sedang aku tidak mampu 

menguasainya.” Maksudnya adalah hati. 

30 9 QS. An-Nisâ‟ (4): 129 Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di 

antara istri-istri(mu), walaupun kamu 

sangat ingin berbuat demikian, karena itu 

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada 

yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan 

yang lain terkatung-katung. Dan jika 

kamu mengadakan perbaikan dan 

memelihara diri (dari kecurangan), maka 

sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang. 

31 11 HR. Imam Ahmad dan 

Imam Tirmidhi 

Dari Salim, dari ayahnya, bahwasannya 

Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ia 

memiliki sepuluh orang istri yang juga 

masuk Islam bersamanya lalu Nabi SAW 

menyuruhnya agar memilih empat orang 

istri diantara mereka. Riwayat Ahmad dan 

Al-Tirmidzi. Hadis ini shohih menurut 

Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini 

ma’lul menurut Bukhari, Abu Zur‟ah, dan 

Abu Hatim. 

31 12 HR. At Tirmidhi Hanad menceritakan kepada kami, Abdah 

memberitahukan kepada kami, dari Said 

bin Abu Arubah dari Ma‟mar dari Az 

Zuhri dan Salim bin Abdullah dari Ibnu 

Umar sesungguhnya Ghailan bin Salamah 



 

 
 

As Tsaqafi masuk Islam dan ia punya 

sepuluh istri pada waktu masih jahiliyah 

dan istri-istrinya itu masuk Islam 

bersamanya, maka Nabi SAW 

memerintahkan memilih empat istri 

diantaranya. 

32 13 HR. Ibnu Majah Qois bin Harits telah berkata: saat aku 

masuk Islam, aku memiliki delapan orang 

istri aku mendatangi Nabi dan 

mengatakan hal ini padanya. Kemudian 

beliau berkata “Pilihlah empat dari istri-

istrimu” 

   BAB IV 

73 1 QS. An-Nisâ‟ (4):3 Dan jika kamu khawatir tidak akan 

mampu berlaku adil terhadap (hak-

hak)perempuan yatim (bilamana kamu 

menikahinya), maka nikahilah perempuan 

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 

empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak 

akan mampu berlaku adil, maka 

(nikahilah) seorang saja, atau hamba 

sahaya perempuan yang kamu miliki. 

Yang demikian itu lebih dekat agar kamu 

tidak berbuat zalim. 

74 3 QS. An-Nisâ‟ (4): 129 Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di 

antara istri-istri(mu), walaupun kamu 

sangat ingin berbuat demikian, karena itu 

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada 

yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan 

yang lain terkatung-katung. Dan jika 

kamu mengadakan perbaikan dan 

memelihara diri (dari kecurangan), maka 

sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang. 

76 4 Kaidah Fikih Menolak mafsadah didahulukan daripada 

meraih maslahat 

 

 
 



 

 
 

Lampiran 2 

Daftar Istilah 

Kode Keterangan 

P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 

P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon 

P.3 Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon 

P.4 Surat Keterangan dari RSU Wonosari 

P.5 Surat Pemberian Ijin untuk Beristri lebih dari seorang, yang dikeluarkan 

oleh Bupati Gunungkidul 

P.6 Surat Keterangan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon dan ditanda 

tangani 

P.7 Surat Pernyataan tentang Harta Kekayaan yang dimiliki, yang dibuat dan di 

tanda tangani oleh pemohon  

P.8 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri Kedua Pemohon 

P.9 Surat Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta 

yang telah dimaterai 

P.10 Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon istri kedua 

untuk bersedia menjadi istri kedua pemohon. 

P.11 Surat Bukti Pembayaran Gaji Pegawai. 

 



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA HAKIM 

1. Apa dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara tentang 

pemberian izin poligami di PA Wonosari khususnya dalam perkara izin 

poligami No.0196/Pdt.G/2010/Pa.Wno? 

2. Pada putusan izin poligami No.0196/Pdt.G/2010/Pa.Wno izin poligami 

dikarenakan istri mengalami sakit jiwa, padahal dalam undang-undang tidak 

ditemukan sakit jiwa sebagai alasan dibolehkannya poligami. Bagaimana 

pertimbangan hakim dalam perkara tersebut? 

3. Bagaimana ketika keadaan tersebut terjadi sebaliknya, seorang suami yang 

tidak mampu untuk melakukan kegiatan lagi sedangkan istri tersebut masih 

membutuhkan kebutuhan biologis akan tetapi tidak tega untuk menceraikan 

nya lalu isteri tidak dapat melakukan apa-apa lagi.  

4. Apakah undang-undang yang mengatur masalah poligami masih efektif dalam 

perkembangan masyarakat? 

5. Apa saja faktor yang melatar belakangi bagi hakim yang mengadili kasus 

poligami, sehingga kasusnya umumnya dapat di kabulkan oleh majelis hakim? 

6. Apakah alasan-alasan dalam UUP sudah sesuai dengan ketentuan dalam Fiqh 

atau Hukum Islam? 

7. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai alasan-alasan tersebut? 

 



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA P2GHA 

1. Bagaimana pandangan Ibu/Bapak tentang poligami? 

2. Bagaimana perarturan perundang-undangan yang mengatur perkara izin 

poligami apakah sudah sesuai? 

3. Pada putusan izin poligami No.0196/Pdt.G/2010/Pa.Wno izin poligami 

dikarenakan istri mengalami sakit jiwa, kemudian dikabulkan, kemudian 

bagaimana jika permasalahan ini terjadi sebaliknya seorang suami yang tidak 

mampu untuk melakukan kegiatan lagi sedangkan istri tersebut masih 

membutuhkan kebutuhan biologis akan tetapi tidak tega untuk menceraikan 

nya lalu isteri tidak dapat melakukan apa-apa lagi. 

4. Dalam persoalan seperti di atas apakah masing-masing hak yang dimiliki oleh 

suami dan istri sudah seimbang? 

5. Apakah undang-undang yang mengatur masalah poligami masih efektif dalam 

perkembangan masyarakat? 

6. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai alasan-alasan izin poligami tersebut? 
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